PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : JI. Majapahit, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar Telp/Fax. (0271) 495179
Kode Pos 57712 website : www.baperlitbang karanganyarkab.go.id
email : baperlitbangkaranganyar@@gmail.com & baperlitbang@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 050/19 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar
pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan tentang Standar Pelayanan Publik
di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan yang meliputi:

1.

2.

O N0k W

Pelayanan  Partisipasi Masyarakat dalam  Perencanaan
Pembangunan

Pelayanan Penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelayanan Pengakomodiran Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pelayanan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah
Pelayanan Rekomendasi Penelitian

Pelayanan Penerimaan Tamu

Pelayanan Persuratan dan Kearsipan

Pelayanan Informasi Publik

Pengaduan Pelayanan Publik

10 Pelayanan Perpustakaan
11. Pelayanan Penerimaan Magang

: Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan
pengembangan, berupa kategori pelayanan langsung ke publik dan
kategori pelayanan tidak langsung yang bersifat perumusan kebijakan,
regulasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan ke
dalam  komponen-komponen yang menjadi dasar pelaksanaan
standar pelayanan di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan, sebagaimana ter sebut dalam lampiran Keputusan

ini.

: Standar pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tangggal 6 Januari 2021
EPALA BADAN PERENCANAAN

1. Bupati Karanganyar;

2. Inspektur Daerah;

3. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah;

4. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah;

5. Arsip.



1.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NOMOR 050/19 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Standar Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.

Persyaratan
pelayanan

Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Karanganyar
yang mengusulkan program/kegiatan.

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Pemohon layanan yang ingin mengajukan usul

pembangunan dapat menyalurkan aspirasi tersebut

melalui musyawarah Rukun Tetangga (RT) yang nantinya

akan dicatat dan akan dilanjutkan di tingkat Rukun

Warga (RW) dan desa.

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan (MUSRENBANG-CAM)
Setelah selesai dalam rekapitulasi di desa maka akan
dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Data usulan
diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD), untuk kemudian dibahas melalui
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan (MUSRENBANG-CAM).




b. Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah
(FORGAB-OPD)
Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat tingkat
kecamatan akan diurutkan berdasarkan prioritas
dan ditinjau langsung oleh pemerintah daerah dalam
Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah
(FORGAB-OPD).
Dalam acara tersebut perwakilan kecamatan di
pertemukan dengan )rgainsasi Perangkat Daerah
(OPD) yang membidangi untuk membahas usulan-
usulan tersebut pada tahap akhir yaitu Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat
Kabupaten.

c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat
Kabupaten (MUSRENBANG-KAB)

Usulan yang telah ditinjau oleh OPD yang
membidangi siap untuk di tinjau ulang dan dicatat dalam
dokumen hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
tingkat Kabupaten (MUSRENBANG-KAB) sebagai bahan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Jangka waktu | Sejak diusulkan oleh perorangan di tingkat RT sampai

pelayanan dengan masuk ke dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) adalah 6 (enam) bulan.

Biaya/tarif Rp. 0,--

Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian
aspirasi sebagaimana dimaksud

Produk pelayanan

Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan (MUSRENBANG-CAM), Forum Gabungan
Organisasi Perangkat Daerah (FORGAB-OPD), dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten
(MUSRENBANG-KAB)

Sarana dan prasarana
dan/atau fasilitas

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
(MUSRENBANG-CAM) dapat menggunakan gedung
rapat dan alat tulis kantor kecamatan,

b. Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah

(FORGAB-OPD) dapat dengan sewa gedung rapat dan
alat tulis kantor,

c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten
(MUSRENBANG-KAB) dapat dengan sewa gedung dan
alat tulis kantor

Kompetensi
pelaksana

a. Koordinator Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANG-CAM)
adalah Camat dengan dimonitor oleh pihak
Baperlitbang

b. Koordinator Forum Gabungan Organisasi Perangkat
Daerah (FORGAB-OPD) adalah Kepala Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(BAPERLITBANG)




c. Koordinator Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten (MUSRENBANG-KAB)
adalah Kepala Baperlitbang

0. Pengawasan internal | Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) melalui
monitoring, evaluasi, maupun verifikasi dokumen pada
setiap tahapan.

10. | Penanganan a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan

pengaduan, saran dan melalui:
masukan 1) SMS atau Whatsapp di nomor pengaduan yang
dimaklumatkan;
2) Website atau email Baperlitbang;
3) Pengaduan langsung secara lisan kepada anggota
tim pelayanan pengaduan yang ditunjuk.

b. Pengaduan, saran dan masukan dicatat dan
diidentifikasi jenisnya.

c. Respon awal wajib diberikan kepada pemohon
layanan maksimal 1 (satu) hari kerja.

d. Pengaduan, saran dan masukan dianalisis dengan
melibatkan pejabat internal Baperlitbang pada
bidang terkait untuk mendapatkan materi klarifikasi
dan atau tindak lanjut aduan.

e. Apabila penanganan belum memadai dan dipandang
perlu, tim pelayanan pengaduan Baperlitbang akan
berkoordinasi lintas Orgainsasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk mendapatkan materi klarifikasi dan
atau tindak lanjut aduan yang komprehensif.

f. Materi klarifikasi dan atau tindak lanjut aduan
disampaikan kepada pemohon sebagai bentuk respon
akhir.

g. Batas waktu penyampaian respon akhir adalah
maksimal 2 (dua) hari kerja untuk aduan yang dapat
ditangani secara intern di Baperlitbang, dan 5 (lima)
hari kerja untuk aduan yang memerlukan koordinasi
lintas Orgainsasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
penanganannya.

Seluruh proses pelayanan pengaduan wajib dilaporkan

kepada Kepala Baperlitbang dan diarsipkan.

11. | Jumlah pelaksana Pelaksanaan penerimaan aspirasi masyarakat dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) dilakukan oleh seluruh pegawai
Baperlitbang.

12. | Jaminan pelayanan Setiap aspirasi yang diusulkan dapat dilihat di Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

13. | Jaminan keamanan | Dalam kegiatan pelayanan ini bagi pemohon layanan
dan keselamatan | tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan
pelayanan maupun keselamatan.

14. | Evaluasi kinerja | a. Secara formal kinerja atas kegiatan tersebut
pelaksana dilaporkan melalui:

1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),




2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah (LPPD),

3) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah (ILPPD),

4) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP)

b. Secara nonformal evaluasi pelaksana dilakukan oleh
kepala Baperlitbang secara internal melalui rapat
kerja intern Baperlitbang.

2. Standar Pelayanan Penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional.
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Persyaratan
pelayanan

a. Pemohon  merupakan Kepala  Sub Bagian
Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
atau staf yang ditunjuk oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)

b. Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (RENJA OPD)

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

a. Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (RENJA OPD) diinput ke dalam Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),

b. Baperlitbang melakukan verfikasi melalui Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk
menyelaraskan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (RENJA OPD) dengan visi-misi Bupati
Karanganyar

c. Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (RENJA OPD) yang telah selaras dengan visi-
misi Bupati Karanganyar, dijadikan sebagai pedoman
pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).




4. Jangka waktu | maksimal 1 (satu) minggu sejak Rencana Kerja
pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) selesai
diinput ke dalam Sistem Informasi Daerah (SIMDA)
Integrasi Kabupaten Karanganyar
5. Biaya/tarif Rp. O,--
Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian
aspirasi sebagaimana dimaksud
6. Produk pelayanan Fasilitasi Penyelarasan Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (RENJA OPD) dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
7. Sarana dan prasarana | a. Jaringan internet
dan/atau fasilitas b. Komputer
8. Kompetensi a. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana,
pelaksana b. Kepala Bidang Sosial dan Budaya,
c. Kepala Bidang Ekonomi,
d. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Penyusunan Program
9. Pengawasan internal | Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(BAPERLITBANG)
10. | Penanganan a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan

pengaduan, saran dan
masukan

melalui:

1) SMS atau Whatsapp di nomor pengaduan yang
dimaklumatkan;

2) Website atau email Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan (BAPERLITBANG);

3) Pengaduan langsung secara lisan kepada anggota
tim pelayanan pengaduan yang ditunjuk.

b. Pengaduan, saran dan masukan dicatat dan
diidentifikasi jenisnya

c. Respon awal wajib diberikan kepada pemohon
layanan maksimal 1 (satu) hari kerja.

d. Pengaduan, saran dan masukan dianalisis dengan
melibatkan pejabat internal Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG)
pada bidang terkait untuk mendapatkan materi
klarifikasi dan atau tindak lanjut aduan.

e. Apabila penanganan belum memadai dan dipandang
perlu, tim pelayanan pengaduan Baperlitbang akan
berkoordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk mendapatkan materi klarifikasi dan
atau tindak lanjut aduan yang komprehensif.

f. Materi klarifikasi dan atau tindak lanjut aduan
disampaikan kepada pemohon sebagai bentuk respon
akhir.




h. Seluruh

g. Batas waktu penyampaian respon akhir adalah

maksimal 2 (dua) hari kerja untuk aduan yang dapat
ditangani secara intern di Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) dan
S (lima) hari kerja untuk aduan yang memerlukan
koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam penanganannya.

proses pelayanan pengaduan wajib
dilaporkan kepada Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) dan

diarsipkan.

11. | Jumlah pelaksana Pelaksana kegiatan ini adalah 4 orang.

12. | Jaminan pelayanan Setiap dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (RENJA OPD) yang telah diverifikasi Baperlitbang
merupakan dokumen yang telah selaras dengan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

13. |Jaminan keamanan | Dalam kegiatan pelayanan ini bagi pemohon layanan
dan keselamatan | tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan
pelayanan maupun keselamatan.

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan
pelaksana melalui rapat koordinasi antara Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) sebagai
koordinator dan Perencana Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) sebagai peserta.

3. Standar Pelayanan Pengakomodiran Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Pembangunan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.

Perencanaan Nasional.

Persyaratan pelayanan

Pemohon merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (DPRD) Kabupaten Karanganyar yang
mengusulkan program /kegiatan.




3. | Sistem, mekanisme, |a. Pemohon melakukan input Pokok Pikiran Dewan
dan prosedur Perwakilan Rakyat Daerah (POKIR DPRD) ke aplikasi
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
b. Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(POKIR DPRD) yang telah diinput akan diverifikasi
oleh pihak Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (BAPERLITBANG);
c. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) yang lolos verifikasi akan masuk ke
dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(RENJA OPD) maupun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
4. | Jangka waktu Sejak selesai input memerlukan waktu 1 (satu) minggu
pelayanan proses.
5. | Biaya/tarif Rp. O,--
Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian
aspirasi sebagaimana dimaksud
6. | Produk pelayanan Fasilitasi akomodir Pokok Pikiran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (POKIR DPRD) dalam Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
7. | Sarana dan prasarana | a. Jaringan internet
dan/atau fasilitas b. Komputer
8. | Kompetensi pelaksana | a. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana,
b. Kepala Bidang Sosial dan Budaya,
c. Kepala Bidang Ekonomi,
d. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Penyusunan Program
9. | Pengawasan internal Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(BAPERLITBANG)
10. | Penanganan a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan

pengaduan, saran dan
masukan

melalui:
1) SMS atau Whatsapp di nomor pengaduan yang
dimaklumatkan;

2) Website atau email Baperlitbang;
3) Pengaduan langsung secara lisan kepada anggota
tim pelayanan pengaduan yang ditunjuk.

b. Pengaduan, saran dan masukan dicatat
diidentifikasi jenisnya.

c. Respon awal wajib diberikan kepada pemohon
layanan maksimal 1 (satu) hari kerja.

d. Pengaduan, saran dan masukan dianalisis dengan
melibatkan pejabat internal Baperlitbang pada
bidang terkait untuk mendapatkan materi klarifikasi
dan atau tindak lanjut aduan.

e. Apabila penanganan belum memadai dan dipandang
perlu, tim pelayanan pengaduan Baperlitbang akan
berkoordinasi lintas OPD untuk mendapatkan materi
klarifikasi dan atau tindak lanjut aduan yang
komprehensif.

dan




h. Seluruh proses

f. Materi klarifikasi dan atau tindak lanjut aduan
disampaikan kepada pemohon sebagai bentuk respon
akhir.

g. Batas waktu penyampaian respon akhir adalah
maksimal 2 (dua) hari kerja untuk aduan yang dapat
ditangani secara intern di Baperlitbang, dan 5 (lima)
hari kerja untuk aduan yang memerlukan koordinasi
lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
penanganannya.

pelayanan pengaduan wajib

dilaporkan kepada Kepala Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) dan

diarsipkan.
11. | Jumlah pelaksana Pelaksana kegiatan ini adalah 4 orang.
12. | Jaminan pelayanan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (POKIR
DPRD) diinput langsung oleh pemohon ke dalam Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sehingga tidak
ada risiko Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (POKIR DPRD) tidak terakomodasi.

13. | Jaminan  keamanan | Dalam kegiatan pelayanan ini bagi pemohon layanan
dan keselamatan | tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan
pelayanan maupun keselamatan.

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan
pelaksana melalui rapat koordinasi antara Baperlitbang sebagai

koordinator dan Perencana Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) sebagai peserta.

4. Standar Pelayanan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

b. Peraturan Dalam  Negeri
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2011 tentang Pedoman  Penerbitan
Rekomendasi Penelitian.

Menteri Nomor 7

Persyaratan pelayanan

Pemohon merupakan penduduk Kabupaten
Karanganyar yang akan berminat menjadi Peserta

Lomba.

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai
Pedoman Teknis Pelaksanaan Lomba Kreativitas dan
Inovasi (KRENOVA) Kabupaten Karanganyar.

Jangka waktu

pelayanan

Januari — Desember

Biaya/tarif

Rp. O,--
Tidak Ada

Produk pelayanan

Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi

(KRENOVA) Daerah




7. Sarana dan prasarana | Kepanitian Lomba
dan/atau fasilitas Hadiah Dana Motivasi

8. Kompetensi pelaksana | Tim Penilai/Juri Lomba Kreativitas dan Inovasi
(KRENOVA) merupakan Tenaga Ahli yang berkompeten.

9. Pengawasan internal Laporan Kegiatan Kepada Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG).

10. | Penanganan Jika terjadi pengaduan atas keputusan Tim Penilai/Juri,
pengaduan, saran dan | peserta dapat melakukan klarifikasi di Badan
masukan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

(BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar Cq. Kepala
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan
Program Kabupaten Karanganyar.

11. | Jumlah pelaksana Kepanitiaan Lomba KRENOVA Kreativitas dan Inovasi
(KRENOVA)

12. | Jaminan pelayanan Peserta Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA)
mendapatkan fasilitasi seseuai ketentuan pedoman
teknis pelaksanaan lomba.

13. | Jaminan keamanan Dalam kegiatan pelayanan ini tidak terdapat risiko yang
dan keselamatan mengancam keamanan maupun keselamatan.
pelayanan

14. | Evaluasi kinerja Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
pelaksana Penyusunan program menyusun evaluasi Kkinerja

berupa:

1. Laporan pelaksanaan Lomba Kreativitas dan Inovasi
(KRENOVA);

2. Evaluasi pelaksanaan Lomba Kreativitas dan Inovasi
(KRENOVA).

5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
[Imu Pengetahuan dan Teknologi;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Persyaratan pelayanan

a. Surat permohonan rekomendasi
ditandatanganlI oleh :

1) Lurah / kepala desa tempat domisili peneliti bagi
penelitian  kemasyarakatan untuk  peneliti
individu

2) Pimpinan yang membidangi penelitian dari
lembaga pendidikan / peruruan tinggi yang
bersangkutan untuk penelii yang berasal dari
lembaga pendidikan / perguruan tinggi

3) Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan
uaha yang bersangkutan untuk peneliti yang
berasal dari badan usaha

penelitian yang




4) Pimpinan yang membidangi penelitian dari
kementerian / lembaga pemerintah non
kementerian yang bersangkutan bertugas untuk
peneliti yang berasal dari aparatur pemerintahan

5) Pimpinan yang membidangi penelitian dari
organisasi yang berasal dari organisasi
kemasyarakatan

6) Pimpinan yang membidangi penelitian dari
organisasi nirlaba lainnya untuk peneliti yang
berasal dari organisasi nirlaba lainnya

[jin dari instansi yang akan disurvey;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda

pengenal lainnya

Fotokopi proposal penelitian yang telah mendapatkan

persetujuan

Surat pernyataan untuk menatati dan tidak

melanggar ketentuan perundang - undangan yang

berlaku

Salinan akta notaris pendirian badan usaha / ormas

/ lembaga nirlaba lainnya untuk peneliti yang berasal

dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau

lembaga nirlaba lainnya

Pengajuan permohonan rekomendasi penelitian

selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

sebelum tanggal pelaksanaan penelitian

Peneliti wajib memberikan laporan hasil selambat —

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian selesai

dilakukan

Sistem, mekanisme,

dan prosedur

w

Sebelum mengajukan permohonan  rekomendasi
penelitian, permohonan mengkomunikasikan dengan
pengelola riset tujuan penelitian tentang rencana
kegiatan penelitian

Pengajuan permohonan rekomendasi  penelitian
kepada Bupati Karanganyar melalui Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan  Pengembangan
Kabupaten Karanganyar.

Pemeriksaan persyaratan

Pembuatan rekomendasi penelitian oleh Kepala
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan
Program

Legalisasi rekomendasi pelaksanaan penelitian oleh
Atas Nama Bupati Karanganyar Kepala Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar.

Jangka waktu | maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan

pelayanan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh
persyaratannya

Biaya/tarif Rp.O,-

Tidak ada Dbiaya dalam pengajuan permohonan
penerbitan surat rekomendasi penelitian dimaksud




6. | Produk pelayanan Surat Rekomendasi Penelitian
7. | Sarana dan prasarana | Media / sarana yang dapat digunakan untuk berinteraksi
dan/atau fasilitas antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain
melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan
secara tertulis
8. | Kompetensi pelaksana | Kepala  Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Penyusunan Program
9. | Pengawasan internal Laporan Kegiatan Kepada Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan  Pengembangan  (BAPERLITBANG)
Kabupaten Karanganyar
10. | Penanganan Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan surat
pengaduan, saran dan | rekomendasi penelitian seperti kesalahan pengetikan
masukan pemohon dapat melakukan Kklarifikasi di Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar Cq. Kepala
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan
Program Kabupaten Karanganyar
11. | Jumlah pelaksana Pelaksana kegiatan ini adalah 4 orang
12. | Jaminan pelayanan Mendapatkan surat ijin penelitian ijin riset / survei
13. | Jaminan  keamanan | Dalam kegiatan pelayanan ini bagi pemohon layanan
dan keselamatan | tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan
pelayanan maupun keselamatan.
14. | Evaluasi kinerja | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
pelaksana Penyusunan program menyusun evaluasi kinerja
berupa:
b. Laporan pelaksanaan pelayanan permohonan surat

rekomendasi penelitian disusun setiap bulan

c. Saran / masukan dari pemohon tentang kinerja
pelayanan permohonan  surat rekomendasi
penelitian

d. Inventarisasi hasil penelitian

6. Standar Pelayanan Penerimaan Tamu

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5166);

dan Prosedur

2. Persyaratan Pelayanan | Tamu membawa undangan dan melakukan konfirmasi
kedatangan ke Protokol atau Resepsionis, dengan
menginformasikan sebagai berikut:

a. Pejabat yang akan hadir;
b. Jumlah yang akan hadir;
c. Waktu kehadiran.
3. Sistem, Mekanisme, Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai

Pedoman Teknis dan Standar Operasional dan Prosedur
(SOP) Layanan.




4. Jangka Waktu Satu hari kerja sejak undangan atau konfirmasi
Penyelesaian kehadiran diterima Protokol.
5. Biaya/Tarif Rp. O,--
Tidak ada
0. Produk Pelayanan a. Layanan Informasi;
b. Layanan Pendampingan;
c. Layanan Koordinasi.
7. Sarana, Prasarana a. Ruang tunggu; (kursi tamu, meja, sofa)
dan/atau Fasilitas b. buku tamu berbasis digital;
c. pesawat telepon;
d. handy talky;
e. komputer dan printer;
f. scanner;
g. layar elektronik informasi publik;
h. toilet;
i. Internet Nirkabel (WIFI).
8. Kompetensi Pelaksana | a. Pejabat;
b. Staf yang memiliki kompetensi dibidang keprotokolan.
0. Pengawasan Internal a. atasan langsung
b. laporan kegiatan kepada atasan
10. | Penanganan Pengaduan| a. datang/hadir ke Kantor Badan Perencanaan
Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG)
Kabupaten Karanganyar.
b. Email
11. | Jumlah Pelaksana 8 (delapan) orang terdiri dari:
a. Pejabat Struktural 1 (satu) orang;
b. Protokoler 1 (satu) orang;
c. Resepsionis 1 (satu) orang.
12. | Jaminan Pelayanan a. Protokoler yang professional.
b. Mendapatkan kenyamanan dalam
pelayanan.
13. | Jaminan Keamanan Petugas keamanan dan Closed Circuit Television (CCTV).
dan Keselamatan
Pelayanan
14. | Evaluasi Kinerja Laporan evaluasi kegiatan.

Pelaksana

7. Standar Pelayanan Persu

ratan dan Kearsipan

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5071).




Persyaratan
Pelayanan

a. Penerimaan surat masuk:
1) Datang langsung
2) Mengirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman,;
3) Melalui surat elektonik.
b. Mengisi formulir tanda penerimaan surat:
1) Pengisian formulir harus disertai dengan identitas
lengkap pengirim,;
2) Waktu penerimaan surat;
3) Penandatanganan formulir;
c. Pengiriman surat keluar.

3. Sistem, Mekanisme, | Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai
dan Prosedur Pedoman Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Layanan Tata Persuratan dan Kearsipan
S. Jangka Waktu | a. Penerimaan Surat : 5 (lima) menit.
Penyelesaian b. Pengiriman Surat : menyesuaikan jadwa Jasa
Pengiriman.
6. Biaya/Tarif a. Penerimaan Surat : Rp. O,--
tidak dipungut biaya.
b. Pengiriman Surat : menyesuaikan Jasa Pengiriman.
7. Produk Pelayanan a. Layanan Penerimaan Surat;
b. Layanan Pengiriman Surat;
c. Layanan Tata Kelola Kearsipan.
3. Sarana, Prasarana |a. loket penerimaan surat;
dan/atau Fasilitas b. ruang tunggu; (kursi tamu, meja, sofa)
c. buku tamu berbasis digital;
d. alat tulis kantor;
e. pesawat telepon;
f. komputer dan printer;
g. scanner;
h. toilet;
i. Internet Kabel (WIFI).
0. Kompetensi Pelaksana| a. Pendidikan S1/D3
b. Tenaga yang telah mengikuti Diklat Kerasipan
c. Tenaga administrasi teknis
10. | Pengawasan Internal | a. Atasan langsung
b. Laporan kegiatan kepada atasan
11. | Penanganan a. Datang / hadir ke Ombudsman RI
pengaduan b. Email
12. | Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang terdiri dari :
a. Pejabat Struktural 1 (satu) orang
b. Resepsionis 1 (satu) orang
13. | Jaminan Pelayanan Mendapatkan layanan yang efektif dan efisien
14. | Jaminan Keamanan | Petugas keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
15. | Evaluasi Kinerja | Laporan evaluasi

Pelaksana




8. Standar Pelayanan Informasi Publik

dan prosedur

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
2. | Persyaratan Masyarakat/Perorangan, Lembaga Swadaya
pelayanan Masyarakat (LSM)/Organisasi kemasyarakatan,
Wartawan/Organisasi Profesi, Pegawai Instansi, dan
Instansi Pemerintah, menyampaikan surat
permohonan tertulis melalui surat elektronik (e-mail)
atau dapat secara langsung hadir di Kantor Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar.
3. | Sistem, mekanisme, |a. Pemohon dapat mengunjungi situs web

baperlitbang.karanganyarkab.go.id atau datang
langsung, untuk mengajukan permintaan
informasi.

b. Pemohon diwajibkan mengisi formulir permintaan

informasi di meja pelayanan informasi.

Jam Operasional:

Senin-Kamis: pukul 08.00-15.00 WIB Jumat: pukul

09.00-11.00 WIB

Atau Pemohon dapat mengisi formulir yang terdiri

atas:

1) Data diri yaitu: nama, alamat, nomor telepon,
nomor identitas, fotokopi/hasil scan identitas
diri. Data mengenai informasi yang diminta:
hal (subyek), sumbernya, format informasi
(lisan, soft copy atau hard copy), serta
alasannya.

2) Formulir Permintaan Informasi diserahkan
kepada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dan pemohon
mendapatkan nomor pendaftaran.

3) Jika Informasi tersedia di bank data dan situs
web dan bukan merupakan informasi yang
dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) segera menyampaikan
dan mendokumentasikan tindakan yang telah
dilakukan dalam pendaftaran permintaan
informasi.




4) Jika informasi tersebut termasuk dalam
informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan
memberikan keterangan bahwa informasi
tersebut tidak dapat diberikan.

5) Jika informasi tidak tersedia dalam daftar
informasi publik yang terdapat pada bank data
maupun situs web maka Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
menyampaikan informasi kepada pemohon.

Jangka waktu
pelayanan

Permohonan Langsung:

a. Informasi yang jawabannya terdapat di aplikasi
bank data dan situs web Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG)
Kabupaten Karanganyar dapat diberikan saat itu
juga.

b. Permohonan informasi yang tidak tersedia dalam
bank data maupun situs web akan di proses dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan informasi secara tertulis, dan dapat
diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan surat
pemberitahuan apabila dipersiapkan informasi
yang dibutuhkan.

Biaya/tarif

a. Rp.O,--
Tidak dikenakan biaya/tarif

b. Dalam hal diperlukan biaya penggandaan dokumen,
diluar tanggung jawab Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG)
Kabupaten Karanganyar.

Produk pelayanan

Informasi yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi di
lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten
Karanganyar.

Sarana dan prasarana
dan/atau fasilitas

Ruang tunggu (kursi tamu, meja, sofa);
Buku tamu berbasis digital;
Survey berbasis digital;

Pesawat telepon;

Komputer dan printer;

Scanner;

Aplikasi Sisdatin;

Layar elektronik informasi publik;
Toilet;

Internet Nirkabel (WIFT).

Mesin photocopy ;

Dispenser air mineral.
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Kompetensi
pelaksana

Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di
bidang kebijakan pelayanan publik atau mengelola dan
menyediakan data/informasi publik sesuai dengan unit
kerja terkait.




9. | Pengawasan internal | a. Atasan langsung;
b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat.
10. | Penanganan a. Datang/hadir ke Pejabat Pengelola Informasi dan
pengaduan, saran Dokumentasi (PPID)
dan masukan b. Email.
11. | Jumlah pelaksana 6 (enam) orang .
12. | Jaminan pelayanan Informasi yang diberikan dijamin
keabsahannya.
13. | Jaminan keamanan | Petugas keamanan
dan keselamatan
pelayanan
14. | Evaluasi kinerja | a. Evaluasi laporan pelayanan informasi
pelaksana persemester;dan
b. Rekapitulasi pelayanan informasi dalam 1 (satu)

tahun.

9. Pengaduan Pelayanan Publik

No. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persyaratan 1. Fotocopy KTP;
Pelayanan 2. Unit/personil yang diadukan;
3. Kronologis Aduan;
4. Bukti.
3. Sistem Mekanisme 1. Standar Operasional Prosedur Layanan
dan Prosedur 2. Pengaduan Internal
4. Jangka Waktu 10 (sepuluh) hari kerja (Telaah Inspektorat)
Penyelesaian
S. Biaya/Tarif Rp. O,--
Tidak dipungut biaya
o. Produk Pelayanan Laporan hasil telaah Pengaduan Internal
(Whistleblowing System)
7. Sarana dan | 1. Helpdesk Penerimaan Pengaduan Internal;
Prasarana dan/atau | 2. Telepon;
Fasilitas 3. Email,
8. Kompetensi 1. Pendidikan Minimal D3;
Pelaksana 2. Memahami Alur Penanganan Pengaduan Internal;
3. Memahami tata kerja penanganan pengaduan
masyarakat;
4. Mampu mengoperasikan komputer;
5. Memiliki kemampuan menganalisa dan
mengidentifikasi terkait persoalan yang ada;
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan

mampu bekerja secara tim.




Pengawasan Internal

Rekan Sejawat (Telaah Sejawat)

10. | Penanganan Sarana Pengaduan (Ruang Pengaduan, Telepon, Email);
Pengaduan Sarana Petugas Pengelola Pengaduan
dan Prasarana
11. | Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang
12. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan Keamanan Kerahasiaan Identitas Pengadu
dan Keselamatan
Pelayanan
14. | Evaluasi Kinerja Survey Kepuasan
Pelaksana

10. Pelayanan Perpustakaan

No. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4774);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43
tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5531);
d. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional
Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional
Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
2. | Persyaratan Datang langsung ke Perpustakaan Badan Perencanaan
pelayanan Penelitian dan  Pengembangan (BAPERLITBANG)
Kabupaten Karanganyar; Jangka waktu peminjaman
buku selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang
selama 7 (tujuh) hari.
3. Sistem, mekanisme, | Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai
dan prosedur Pedoman Teknis dan Standar Operasional Prosedur
Layanan Perpustakaan.
4. | Jangka waktu | Jadwal layanan Perpustakaan:
pelayanan a.  Senin - Kamis : 08.00 - 12.00 WIB
b. Jumat: 08.00 - 11.00 WIB




C. Istirahat

d. Senin — Kamis : 13.00 - 15.15 WIB

pelaksana

S. | Biaya/tarif a. Rp.O,--
Layanan peminjaman tidak dikenakan biaya.
b. Buku yang hilang atau rusak oleh pemustaka wajib
diganti dengan buku yang sama.
6. | Produk pelayanan a. Layanan sirkulasi/baca dan peminjaman buku;
b. Layanan penelusuran informasi ilmiah;
7. | Sarana dan | a. Ruang baca dan fasilitasnya,;
prasarana dan/atau | j,  goleksi perpustakaan seperti: buku, buku referensi,
fasilitas majalah, surat kabar nasional, buku dokumen
terbitan Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (BAPERLITBANG), jurnal,
ensiklopedi;
c. Rak buku;
d. Meja dan kursi baca;
e. Sofa;
f. Rak brosur;
g. Rak arsip;
h. Mushola;
i.  Komputer untuk penelusuran koleksi;
j-  Televisi;
k. Mading/papan informasi/ standing banner;
1. Charging station;
m. Pendingin udara (AC); dan
n. Internet nirkabel (WIFI).
8. | Kompetensi Pejabat, Pustakawan, dan staf yang memiliki kompetensi
pelaksana dibidang kepustakawanan yang diperoleh dari
pendidikan formal dan informal.
9. | Pengawasan internal |a. Atasan langsung;
b. Laporan kegiatan kepada atasan.
10. | Penanganan a. Datang/hadir ke Perpustakaan;
pengaduan, saran | email.
dan masukan
11. | Jumlah pelaksana 1 (satu) orang Tenaga Teknis
12. | Jaminan pelayanan a. Petugas perpustakaan
b. Mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan.
13. | Jaminan keamanan | Petugas keamanan
dan keselamatan
pelayanan
14. | Evaluasi kinerja | Laporan evaluasi kegiatan




11. Pelayanan Penerimaan Magang

dan Prosedur

No. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Persyaratan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar menerima
magang dari SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dari semua
jurusan.
3. Sistem, Mekanisme, |a  Surat permohonan magang ditujukan kepada Kepala

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar;

b. Surat permohonan dimaksud berisi setidaknya:
identitas, motivasi, dan rencana jangka waktu
magang yang diharapkan;

¢ Surat permohonan magang sebagaimana dimaksud
wajib melampirkan:

(1) Surat pengantar keterangan dari
Sekolah/Kampus yang ditandatangani Kepala
Sekolah /Rektor atau setidaknya Ketua
Jurusan;

(2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
(3) Fotocopy Kartu Mahasiswa,;
(4) Biodata/Curriculum  vitae yang memuat:
(a) Identitas pemohon,;
(b) Alamat;
(c) Nomor kontak;
(d) Riwayat pendidikan;
(e) Riwayat  pekerjaan/kegiatan sosial,;
(f) Keahlian dan keterampilan tertentu.

d.  Surat permohonan magang dikirimkan paling lambat
1 (satu) minggu sebelum jadwal pelaksanaan
program magang.

e. Surat permohonan dimaksud dapat dikirim melalui :

(@) Surat elektronik dengan alamat
baperlitbangkaranganyar@gmail.com

(b) Pos maupun dengan cara diantar langsung
dengan alamat :

Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (BAPERLITBANG)

Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan
Karanganyar

f Bagi peserta yang mengirimkan permohonan melalui
surat elektronik cukup mengirimkan soft copy
dokumen yang diminta, dengan ketentuan apabila




dinyatakan layak mengikuti program magang wajib
menyampaikan dokumen asli pada hari pertama
pelaksanaan magang. Kegagalan dalam menunjukan

dokumen asli dimaksud menyebabkan
dibatalkannya  keikutsertaan dalam = program
magang.

Periode Penerimaan Magang: setiap tahun.

Pengumuman:

Calon peserta magang yang dinyatakan layak
mengikuti magang akan mengikuti orientasi
pengenalan magang sesuai jadwal yang telah
ditentukan.

Memulai magang:

Setiap calon peserta magang yang dinyatakan layak

mengikuti magang akan mengikuti orientasi
pengenalan magang sesuai jadwal yang telah
ditentukan.

Jangka Waktu

Jadwal layanan magang:

Penyelesaian Senin - Jumat (5 hari kerja)
Biaya/Tarif 1. Peserta magang tidak dibebankan biaya dalam
bentuk apapun selama mengikuti program magang;
2. Peserta magang di Kantor Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG)
tidak mendapat tunjangan/penghasilan/gaji dalam
bentuk apapun.
Produk Pelayanan 1. Layanan Penerimaan Magang;
2. Sertifikat Magang.
1) | Sarana, Prasarana | 1. Ruangan kerja;
dan/atau Fasilitas 2. Perpustakaan;
3. Meja dan kursi baca;
4. Mushola;
5. Mading/papan informasi/standing banner;
6. Pendingin udara (AC);
7. Internet nirkabel (WIFI).
2) | Kompetensi Pejabat dan pengelola administrasi
Pelaksana
3) | Pengawasan Internal Atasan langsung
2. Laporan kegiatan kepada atasan
4) 1 Penanganan Datang/hadir ke Kantor Badan Perencanaan
Pengaduan Penelitian dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana (BAPERLITBANG)Kabupaten Karanganyar.
2. Surat elektronik dengan alamat
baperlitbangkaranganyar @gmail.com
5) | Jumlah Pelaksana Terdiri dari:

Pejabat
Tenaga Teknis




6) | Jaminan Pelayanan 1. Mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan;
2. Memberikan kemudahan dan efektifitas dan efisiensi
dalam penerimaan magang.

7) | Jaminan Keamanan | Petugas keamanan

dan

Keselamatan

Pelayanan
8) | Evaluasi Kinerja Laporan evaluasi kegiatan

Pelaksana

KEPALA BADAN PERENCANAAN
NELITIAN DAN PENGEMBANGAN




